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KOTA BIMA

Nomor 0? Tahrrn 2.019

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKA]'{ DAN PENCATATAN SIPI
KOTA BIMA

a. bahwa dalam ranpfra pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan

dan Penea-ta-tan Sipil Kota Bima clalam mewujudkan .nelayanan publik di bidang
Kepentiuciukan <ian Pencaiatan Sipii sehingga mampu memberikan peiayanan
prima bagi pengguna .jasa pelayanan, maka perlu ditetapkan Maklumat
Pelayanan sebagai pelaksanaan tugas pelayanan;

b. bahwa untuk maksud tersebut <iiatas periu menetapkan ciengan suatu Keputusan;

1. I-Indang-I:Inda,ng Nomor 8 Tahr-rn !974 te-'ti-ang Pok-ok - Pok-ok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik tadcnesia Tahun l9?4 Nornor 55, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dalam llndang-Ilndang Nomor 43 Tahun 1999 (Lemharan Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tembahan I-embaran Negara Republik
IndonesiaNomor 3890);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun I 999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih ds..r Bebas dari K-orupsi, K+!usi, d*n Nepotisme (Lembaran Negara

Repu-blik Incionesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851):
3. Lrndang * Uadang Nomor 13 Tahun 20QZ tentmg Pembeatukan Kota BLma di

Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun

2002 Nomor 26,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4188_):

4. Unriang-Undang Nomor 32 Tahun 20A4 tentang Pemerintah Daerah,

sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Penrbahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemeriniahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

(t-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomar l24,Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia i.Iomor 4674) sebagaimarra teiah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahln 2073 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Leru'oaran }.tegara Republik furtlurresia Tahuu 20i3 Nonrt-rr Z32,Twirbah'art

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 547 5);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik

(Tam'"ahan Lerrrbar-an Negara Republik L-rdonesia Tahun 2008 Nomor ABAfi;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 *ntang Pelayanan Publik(kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor ll2, Tambahan kmbaran
l.legara Repuiblik Indonesia }{omor 5038);



Menetapkan

KESATU

KEDI]A

KETIGA

8- {Indans-Ilndans Nomor 23 Tahun 2014 tentans Pemerintahan f)aerah,
(I-emberan Negara Republik Indonesia Tah..m 2014 N+mcr 244,Tambeh*:r
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 khun 2015 tentang
Perubahen Kedus atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teetang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik In<ionesia tahun 2015 Nromor
5S.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Peresrhtah Nomor 42 Tahun 2004 te.atang Pembinaen Jiwa Korps
dan Maiciumat PeiayananPegawai Negeri Sipii (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 742, Tambahan Lembamn Negara Republik
IndoaesiaNomor 4450);

i0. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Peiaksanaan Uruiang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
(Lcmtraran Negara Tahun 200? Nornor S0,Tambahan L.embaran Negara
indonesia Nomor Afi$;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2AA7 Gntang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9,
Tambahan i,embaran i.{egara Repubiik in<ionesia t{omor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lerrrbaran i.[egara Repubiik futdorresia flomor 5135);

MNMIITIISKAN

Menetapkan Maklumat Pela,vananAoaratur Pelayanan Publik Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Birna sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi, memberikan peiayanan pnma. disiplrn, tertib, berkualitas. dan beretika.

Maklumat Pelayanan Aparatrlr sebagaimana dirnaksud pada DIKTI,M KESATIf
tertera pada Larnpiran Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apahila
diker::edian heri terdapat kekeliruan 4alam penetapan ini ekas dieds-ks* perbaikan
kem bali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Rima
Pada Tanggal 10 Januari 2019

KEPAIA DIN DAN
KOTA BIMA
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I,AMPIRAN KEPITTIISAN KR,PAI,A DINAS
KEPENBUBUKAN BAN PENCATATAN SIPE
KOTA BIMA
NOMOR | 07 TAHIIN 2019

TANGCAL : 1$ JANUARI 2*19

I!&LKI.TTMATPELAYANLNAPARATTIRDIN.ASKEPENDI-IDfTKANDAi\t
PENCATA?AN SIPIL
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DENGAN IM,K^AMI MFNYATAK.AN S ANGGL]P

fuIENIELENGGARAKAN PE,LAYfu\AN SE SI] Ai STANDAR

PELAYANAN YANG TELAH DI TETAPKAN DAN APABILA TIDAK
MENEPATI JANJI IM,KAMI MENER]IVLA SANKSI SESLTAI

PERATURAN PERLTNDANG.TINDANGAN YANG BERLAKU

Ditetapkan di Kota Bima
Pada Tanggal 10 JasLrari 2019

KI,PALA DAN
BIMA
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